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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
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TENTANG  

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memelihara, meningkatkan 

kompetensi, dan pemenuhan nilai kredit pada 

persyaratan perpanjangan sertifikat kompetensi 

kerja konstruksi kualifikasi ahli, diperlukan 

pembaharuan pelaksanaan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga 

Ahli Konstruksi Indonesia, belum mengatur secara 

rinci pelaksanaan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4916); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6018); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6626); 

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 40); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELAKSANAAN 

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi 

konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 

2. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang 

selanjutnya disingkat PKB adalah upaya memelihara 

dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan 

produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli 

secara berkesinambungan.  

3. Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat 

SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga 

kerja konstruksi.  

4. Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian yang 

selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kredit dari 

unsur kegiatan yang diperoleh dengan menghasilkan 1 

(satu) produk atau menjalankan 1 (satu) jam, 1 (satu) 

kali, dan/atau 1 (satu) periode setiap rincian kegiatan 

PKB. 

5. Angka Kredit adalah perolehan SKPK kegiatan PKB yang 

diperoleh dari penilaian kegiatan PKB terverifikasi 

dan/atau penilaian kegiatan PKB tidak terverifikasi.  

6. Nilai Kredit adalah total perolehan Angka Kredit 

kegiatan PKB terverifikasi dan total perolehan Angka 

Kredit kegiatan PKB tidak terverifikasi. 
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7. Kegiatan PKB adalah kegiatan memelihara dan 

meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan 

produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.  

8. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah 

penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa 

Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan 

telekomunikasi. 

9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang 

selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga 

nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian 

kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja.  

10. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya 

disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau 

himpunan individu profesional dalam suatu bidang 

keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan 

hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan 

pengembangan profesi tersebut.  

11. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat 

LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan 

sertifikasi profesi, dibentuk oleh Asosiasi Profesi 

terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan 

konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat.  

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman 

pelaksanaan PKB dalam memenuhi persyaratan 

perpanjangan SKK.  
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(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memelihara dan 

meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan 

produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional. 

 

BAB II 

KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN 

BERKELANJUTAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

Kegiatan PKB dibedakan berdasarkan: 

a. unsur kegiatan; 

b. jenis kegiatan; 

c. sifat kegiatan; 

d. metode kegiatan; dan 

e. tingkat kegiatan. 

 

Bagian Kedua 

Unsur Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

 

Pasal 4 

(1) Unsur Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a meliputi: 

a. unsur kegiatan utama; dan 

b. unsur kegiatan penunjang. 

(2) Unsur kegiatan utama PKB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pendidikan dan pelatihan formal; 

b. pendidikan nonformal; 

c. partisipasi dalam pertemuan profesi; 

d. sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya 

tulis, dan pengajaran sebagai 

pengajar/instruktur; 

e. paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan 

ziarah arsitektur; dan 

f. kegiatan utama lainnya. 


